
PERATURAry. DAI'RAH KABUPATEN I(ARANGANYAIT
NOMOR lb TAIluN a@"1

TENTANG

RETRII]IIS I I ZIN P ]'I\ry E I,ENGGARAAN SARANA I( E SEI{ATAN S W A STA
D,AN SAIL{JYA UMUM I-,A.INI{YA

DIING.\N RtlIMAl'TUIIA.N YA.NG [,lAFLL I|SA

Menimbans

BUPATI I(ARANGANYAR,

bahlva dalaun rzurgka pelaksauraan otonomi daerah, keikut-
sertaan masyarakat terrnasuk swasta dalam berbagai upaya
kesehatan makin meningkat, karena disaclari .bahwa

kesehatan menrpakarr tanggung jawab dan kewajiban setiap
orang;

bahwa salah safu pel'an serta rnasyarakat atau swasta dalam
pembangunan kesehatan yaitu dalam penyelenggiuaan
pelayanan kr:schatan, berupa sarana kesehatan swasta yang
nengaturan clmr kcwenangannya st:bagian diserahkqn
kepacla daerah;

bahwa untuk dapat rnelaksanakan pernberian izin dan
pengawasan terhadap penyelcnggaraan sar+na kesehatan
srvasta di Kabupaten Karanganyar, rnaka perlu diatur dan
clitetapkan dcngan Perahrran Daerah.

Undang-undang Nomor 13 
'Iahun 1950 tentang

Pernbentukan Daerah - daelah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jlwa Tengah;

IJnclang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentdng Kesehalan
(I-embaga Negara Republik Indonesia 

'fahun 
1992 Nomor.

100, Tambahan Lembaran Neg'pra Republik lndonesia 
'

Nomor 3495);

Undar.rg-undang Nornor 18 Tahun 1997 tentzurg Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
hrdonesia Tahun 1997 Nomor 4.|,, Tambaharr Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagairnan:r
telah cliubah dengan rJnclang-Undang Nomor 34 "fahun

2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nonror
l8 'l'ahun 1997 tentang I'ajak Daerah dan Retribusi'Daerah ,
(kmbaran Negala Repubirik Indonesia Tahun 2000 Nomol
246, 'l'irmbahan Lenrbaran l.Tcgara Republik Inclonesia
Nomor 4048);
lJnclang-undang Nomor 22 Tahun 199-c) tentang
Pernelintahan Daerah (Irmbiuan lJegara Republik
Inclonesia Tahun 1999 Nomor 60, 'Iarnbahan Lembaran
Negara Reprrblik Indonesia Nomor 3839);

Mengfurgat
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4.

5 .

6.

Undang-undang Nornc'r 22 Tahu'r 1999 tentang
Pemerintahan Daerab (Lcmbaran Negara Republik
Indonegia Talnrn 1999 Nonnor 60, Tambahan l-crnbaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor l]839);

Pcraturan Pemcriilah Nomor 66 tahun 2001 tenlang
Retribuei Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, 'fambahan Lsmbaran Ncgara
Republik lndonesia Nornor 4139);

Keputusan Presiden Nomo'r 44 Tattun 1999 tentang Tehnik
Ponyusrman Pcraturan Ponrndang-undangan dan Bontuk
Rancangan Undang-undang Rancangan Perafiuafl
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Prosiden;

Peraturan Menteri l(esehstan Republik indorresia Nomor
1134{ENKES/PElUnry1979 tentang Penyelenggaraan
OPTIK;

Peraturan Menteri Kesehatan R.epublik Indonesia Nomor
5724/ENKES/PER/VV1996, tontang Regisftasi dan
Praktek Bidan;

Peraturan Menteri Keeohatan Republik Indonegia N,rmor
9I6A{ENKES/PERNilV1997 tontang Izin Praktek bagi
Tenaga Medis;

Keputusan Merrteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
gZUSKtl\tfrNKESDVlgg3 tmtang Ketenruatr dan Tata
Cara Pemberian Izin Apotik; ,,

Keputusan Menteri Dalam Negeri }Iomor 174 Tahun 1997
tentang Pedonrarr Tata Cara Femungutas Retribusi Daerah;

Keputusan Mentsri Dalam Negeri Nomor 175 Tatrun 1997
tentang Pedoman Tata.C.ua Pemungutan Retibusi Daerah;

Keputusan Menteri Keeehatan Republik Indonesia
Nomor 1189AA{EM<ES/SKDV1999 tcntang Wewetrarrg
Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;

14. Kepuhuan Mentcri Kesehatan dan Kcoejahteraan
Sosial Ropublik lndoncsia Nomor 1747IMENI(ES-
KESOS/SIU)CIV20OO tcntang Pedoman Penetapa,n
Starrdar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kosehatan di
Kabupaten/Kota;

Keputuoan Msntsri Kosehatan Republik Indonosia Nomor
64 /t\dENKES/Sk7ry/200t) tentang, Rogistasi dan Praktek
Koporawatan;

Psraturan Daeratr 
' 

Kabupaten . Daerah Tingkat. tr
Karanganyar }Iomor 7 Tahwr 1990 tontang Penyidiii
Pegnwai Negeri Sipil di Linglcnngan Pemprintah
ICrbupaten Daerah Tingkat tr Karanganyar ( Leinbara4
Dacratr Kabupatcn Dasrah Tingkat tr Karanganyar Tatrun
1990 Nomor 49).
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|i!.; Dengan PersetuJuarr

DEWAN PERWAKILA,IY RAKYAT DAERATI KABIIPATEN KARANGAT\IY.*\R

Mmetapkan

MEPruTUSKAN:
' _ .  

i  ^  a

: PERATIITTAN DAER-^AFI KABUPATEbI KAIL{NGANYAIT
TENTA}IC RI'TRIBUSI IZIN PTINYT,LENGGARAAI.I
SAITANA KESE,HATI\N SWASTA DA}I SARANIA UMIIM
LAINNYA

BAB I

KETEN]ITJAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud drrtgan

a. Daerah adalah Kabupaten Karanpnyar;
b. Pemerintatr Dacrah adaiatr Bupati besorta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai badan Eksekufjf Daerah;
c. Bupati adalatr Bupati Karanganyar;
d, Dinas Kesohatan adalah Dinas Kesohatan Kabupaten

Karanganyar;
e. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk

pcnyclonggaraan upaya ke sehatan;
f, Sarana Pelayanan Kesehatan I)asar adalah tempat pelayanan

kesehatan tcrhadap individu atau keluarga dalam masyarakat
yang dilakcanakan ol.eh tenaga keeehatan maksimal dokter:
umum atau dokter gigi;

g. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah tempat
pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam
masyarakat yang dilaksdmkan oleh dokter spesialis atau
dokter gigi spesialis atau kelonrpok dokJcr spesialis, Klinib
Klinik fisioterapi dan Laboratoriuur;

h. Tenaga Keeehatan adalah setiap orangyang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau
keterarnpilan melalui purclirlikan cli bidang kesehatan jenis
tedentu mernerlukan kewenangan untuk melakukan upa)fa
kcsohatan;

i. Sruat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Deparlemen Kesehatan kopada renaga medis dan paramedis
yang telah mendaftarkan diri (regrisrasi) sesuai dengan
kotontuart pffaturan pcnndang-rurdangan yarrg bcrlaku;

j. Surat lzin Praktek yang selanjutnya dieingkat SIP adalah
bukti ternrlie yang diberikan kepadr tenaga meclis-., dan
paramedis yang menjalankan praktek setelah memenuhi
persyaratan sebagai ponga*nan kewenangan untuk
melakukan pelayanan kesehatan gesuai dengan profesinya;

Paraf /
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g,

Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan
oloh Dinas Kesehatan kepada paramed.is yang mompruryai kcahlian di bidang
pelayanan k::sehatan untuk menjalankarr praktek sesnai deng:rn profesriny4 pada sarana
kcsehatan; "" 

' '

Pralitek perorangan addah penyelcng€sraan pelayanan kesehatiin cleh seor,ang dokter
umum, doktor spesialis, dokter gigi, doktor gigi sposialis, bidan rlan pcrawat dengan
atau &rnpa monggunakan penur.jang medis;
haktek bcrsama atau berkelompok adalatr penyelongS5araan pelayanan kesehatan
Becara bersama atatr berkelompok ol.:h dokter utnur.r\ rlokter gigi, dokter spesialis atau
dokter gigi spesialis , dengan atau tanpa menggunakan penurjang medis;
Rumah Sakit adalah tcmpat pclayanan yang mcnyolcnggarakan polayanan medik dasar
dan spesialistilq pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan
perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
Rurrah Ber:salin adalah tempat yailg menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi
wanitir hilndl, bersatn clan masa nifas fisiol.ogik termasuk pclayanan Keluarga
Belencana serta perawatan bayi baru lahir;
Baiai Pongobatan adalah tcmpat yang momborikan pelayanan modik dasar sccara
rawat jalan;

Perizinan Tefientu adalah kegiatan rcltentlr Pemerintah Daerah dalam ranglia
pcmberian izir kcpada orang ,ilan atau badan usaha ya:ng dimaksudkan untuk
pernbinaarq pengahnan, pengerndalian clan pmgawasan ;rtas kegiatan, pernanfaatan
nnng, penggunaan sumber daya alanr, barang prasara[a, Barana, fasilitas tertenhr,
guna molindungi kepentingan urnum dan me4jaga kslcstarian lingkungan;
Retribusi Izin Pcnyolonggaraan $arana Kcschatan Swasta dan Sarana LTmun Lainnya
yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah se,bagai pernbayaran atas
pcnyelerrggaraan sarana kesehatan swasta dan pengawasan garana kesehatan umulr"
lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah;
Surat Kctotapan Reh'ibusi Dafl'ah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
Keputusanyangmcnentukanbesarnyajumlahretibtrsiyangterutang;
Surat Tagihan Retibusi Daerah yang selar{utnya disingkat STRD adalatr sirrat untuk
meLakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa brurga dan atau
denda;
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar,

BAB II

PE I{Y E L ENGGAITA A.N[ SARANA KE S DFIATAI\ SWA"STA
D.A.N SARAN IIMIIM LAINI{I"A-

Pasal2

(1) Penyeienggaraan Sarana kesehatan swasta mcliputi :

a. Sarana Pelayarun Kseehatan Dasar, terdiri dari :

I. Praltek perorangan dokter urnwn;
2. Praktok psrorangan doktcr gigi;
3. Praktek bersanra dokter umum:
4" Pruktek bemanra dokter gigi;
5. Praktelc bidan;
6. Balai pcngobatan;
7. Rurnah Bersalin:

r.



8. Klinik Fiuio Terapi;

-: Pratxek pengobatan tadisional;
10. sarana pelayaoaa kesehatan dasar lainnya gesuai perkembangan.

b. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdiri dari :

I }^kr.t p;r;;; dokter spesialis;
]. lrataet perorangan dokter gigi spesialis;
3. kaktek bersama dokterup.iiitir; _
4. Praktek bersama doktor gigi spesialis;
5. Rumah Sakit; 

- --'

6' sarana perayanan koschatan rujukan lainnya scsuai porkombangan.
o. Sarana kcschatan swasta lainnya, terdiri dari :

-1. larana penclidikan d.rn latihan tcnaga keschatan;
2. Iaboratoiium Keschatan;
3. Apotik;
4. Toko obat;
5. Depotjamu;
6, CrptiL;

7. 9jdt^ 
pelayanan Ambulan dan evakuasi pasien;

I _Usaln pernulasaraan jenaz,fr;
9. Lrsaha Khitan;

19. lorul kcbugaranjasmani;
ll. Jasa boga;
12. Salon;
13. Usaha-usahb lain sesrrai dengan perkcrnbangan.

tt'ffffiY|lffiJf,ffi: vang diawasi dan wajib mendopatkan Rekonrendasi Laik sehat
a. Usaln Kepariwisataan :

I. Taman Rekreasi;
2. Klab malanr, diskotitg bar;
3. Panti mandi uap;
4. Cottage;
5. Pondok wisatal
6. Kawasan pariwisata;
7. Rcstoran;
8. RurnahMakan;
9. Rumah qrakan pancingan;
10. Hotcl berbintang;
11. Hotel melati;
12. Penratrdian Llmumi
13. Bioskop;
14. Cafd;
15. Panti piiar.

b. Usaha perdagangan :
Puat perbelanjaan

c. Usaha krdushi :
1. Indrxt{ makanan minuman;
2. hdustri Rumah Tangga rnniunro rninuman;
3. &rdushi Oba{
4. Industri pestisida;
5. Irrdustri obat Tradisional;
6. Industri kccil obat Tradisional.



d. Ugaha Olah Raga :
1. Kolarn Renang.

e. Usdha Postigid? : .
1. Pest Control;
2. Penyalur Pcstisida.

BAB III

PERIZIN'AIV

Pasal3

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang monyelenggarakan saf,ana kcsehatan swasta dan
sarana umum lainnya haruc mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimarra dimakrud ayat (1) Pnsal ini setiap 5 (lima) tahrur w4iib nrelakukan
daftar ulang.

(3) Izin yang diberikan sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasal ini tidak bolch
dipindahtangankan.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan izin sebagairnana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah rni pemohon
harus mengajukan pcnnohonan tertulig kepada Bupati atau pejabat yurg ditunjuk.

(2) Tata cara dan pcrsyaratan pemberian izin ditetapkan lebih laqiut oleh Bupati.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN STIRIEK RETIIIBUSI

Ilasal 5 J,

Dcngan nanur rotritrusi izin penyelcnggaraan salana kesehatan swasta dan sarana umum
lainnya dipungut pcrnbayaran atas penyelenggaraan sar:ura kesehatan swasta dan
pengawas&n kesehalan sarana umum lainnya di daerah.

Pasal6 i

Objek letibusi adatah. retiap kegiatan penyelengg3r&m sarana kesetutan swasta rlan sarana
unum lainnya.

Pasal T

(l) Subjek rotribusi adalah orang pribarli atau badan yang momperoleh izin
pcnyclcnggaraan sarana kesehatan swasta dan earana lunum lainnya.

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggurlg jawab atzs
pembayaran rehibusi izin penyelenggaraan Earana kesehatan swasta dan sarana umum
lainnya.

Palat:./



BAB V

GOLONGATI RETRIBUSI

Pasal 8
.  

_ r  
|  .  I

Retibusi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 Perahran Daerah
Rc,tribusi Porizin an Tertcntu.

I

i

ini termasuk'golongan

BA.B \rI
C.A,RA MENGI.IKT.,R TINGKAT PENGGUNAAFI JA,SA

Pasal9

Tingkat penggunaan jasa retribusi diular berdasarkan jumlah / jenis baharU tindakan,
penerbitarq investigasi, pembinaan / visitasi dan waktu pernberian pelayanan.

BAB VII

PRINSIP PEI\ETAPAN, STRTIKI'I.IR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSi

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif retibusi adalah untuk momporoLeh pondapatan dcngan
mempertirnbangkan biaya pelayanarr, biaya pengawasat dan pengendalian.

Pasal ll

(1) S[rkhu dan besamya tarif reftibusi ditetapkan sebagai berikut :

NAMA SARANA PELAYAN'.N KESEHATAN
SWASTA

SARANA F1ELAYANAN KESEHATAN DA$AR :
PraKek peforangan dokter umurn

PraKek perorangan doKer gigi

Pral<tek bercama dolder umum

Praktek bersama doKer gigi

PraKel< Bidan

Balai Pongobatarr

Rumah Bersalin

Klinik Fisioterapis

Praktek Perawat

Apoiel<er Pengelola Apotik

BESARI{'TA BIAYA
RETRIBUSI ( Rp )

200.0m,.

200.000,-

500.000,-

500,000,-

100.000,-

300.00cJ,-

300.000,-

300.000,-

100.000,-

200.000,,.

(dua ratus
rupiah)
(dua ratus
rupiah)
(lima ratus
rupiah)
(lirna ratus
rupiah)
(seratus
rupiah)
(tiga ratus
rupiah)
(tiga ratus
rupiah)
(tigaratus
rupiah)
(seratus
rupiah)
(dua ratus

ribu

ribu

ribu

ribu

ribu

_fipu

ribu

ribu'

ribu

ribu

A.
1

2

3

A-t

5

o

7

I

I

10

Vetat _l__



11

12

13

14

15

16

17

B

1

2

3

4

5

lzin Kerja Apoteker

lzin Kerja Assten Apoteker

lzin Kerja Ferawat

lzinKerja Perawat Gigi

lzin Kerja Fisioterapis

lzin Kerja Refraksionis Optision

lzin Kerja 1'ehniker Gigi

S ARANA PEIAYP.NAN KESEHATAN
RUJUKAN
Pral<tek perorangan doKer spesialis;

Praktek perorangan doKer gigi spesialis;

PraKek bersama doKer spesialis;

Praktek bersarna dolder gigi spesialis;

Rumah Sakit

SARAI\IA KESEHATAN SWASTA LAINNYA
Sarana Pendidikan dan latihan tenaga
kesehatan

Usaha Labcratorium Kesehatan

Usaha Toko Obat

Usaha Apotik

Usaha Pelayanan Ambulance darr evakuasi
pasien
Usaha pemulasaraan jenasah

Usaha Khitan

Depot janru

Pengobatan Tradisional

Pusat Kebugaran ;asmani

Jasa Boga

Salon

Optik

300.000,- (tiga ratus
rupiah)

300.000,- (tiga ratus
rupiah)

600.000,- (enam ratus ribu
rupiah)

600.000,- (enam ratus ribu
rupiah)

1.000.000,- (satu
rupiah)

100.000,.

50,000,-

50,000,-

50.000,..

50.000,-

50.000,-

50.000,-

(seratus ribu
rurpiah)
(lima puluh ribu
rupiah) ,!, .
(lima puluh ribu
ruplah)
llima puluh ribu
rupiah)
(linra puluh ribu
nrplah)
(lima puluh ribu
rllpiah)
(lima puluh ribu
nrpiah)

juta

(seratus ribu
ruplah)

ribu

ribu

c
1

az-

3

250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu
rupiah)

300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah)

150.000,- (seratus lima

4

5

n

7

8

q

10

1i

12

13

500.000,-

100.000,-

50.000,-

100.000,-

50.000,-

50.000,-

100.000,-

50.000,-

100.000,-

100.000,-

puluh ribu
rupiah)
(lima puluh ribu
rupialr)
(seratus ribu
rupiah)
(lima puluh ribu
ruplah)
(seratus ribu
ruplah)
(lima pr;tluh ribu
rupiah)'
(lima puluh ribu
ruplah)
(seratus rib0
ruplah)
(lima puluh ribu
rupiah)
(seratus ribu
nrplah )



1.
a

b

SARANA UMUM LAINNYA YANG DIAWASI
DAN WA,JIB MENDAPATKAN REKOMENDASI
LAIK SEHAT :
Usaha Kepariwisataan :
Taman Rdkrbasi'

Kelab malam,digkoti( bar

Pantimandi rrap

Cottage

Pondok wisata

Kawasan pariwisata

Restoran

Rumah makan

Rumah makan pancingan

Hotel berbintang

Hotel melati

Pemandian umum

Bioskop

Caf6

Panti pijat

Usaha Perciagartgan
Pusat Perb.elanJaan

Usaha lndustri
Industri makanan minuman

lndustri Rumah Tangga makanan minuman

IndustriObat

lndustri Pestisida

lndustri Obat'lradisional

Industri kecil Obat Tradisional

Usaha Olah Raga
Kolam Renang

d

e

f

g

h

I

i
t

k

I
I

n1

n

o

z ,

e

f

4,

a

-t
I

iiou 
I

ribu I

200.000,- (dua ratus
ruplah)

200.000,- (dua ratus
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
rupiah)

200.000,- (dua ratus ribu
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
rupiah)

50.000,- (lima puluh ribu
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
ruplah)

250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
rupiah)

100.000,- (seratus ribq
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
rupiah)

50.000,- (lima puluh ribu
rupiah)

50.000,- (lima puluh ribu' 
rupiah)

200.000,- (duaratus ribu
rupiah)

250.000,- (duaratus
limapuluh ribu
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
rupiah)

250.000,- (duaratus
limapuluh ribu
n;plah)

250.000,- (duaratus
limapuluh - ribu
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
ruplalr)

50.000,- (linra puluh ribu
rupiah)

100.000,- (seratus ribu
rupiah)

Parc f I



5.
a

b

Usaha Pestisida
Pest Control

Panyalur PgsJigidp

BAB D(

SA.{T RETRIBUSI TERUTAI\IG

Pasal 13

adalah pada saat ditetapkannya SKP.D

(duaratus
rupiah)
(duaratus

a,tau dokumen lain vane

ribu

ribu

I

/ t

(2) Besarnya tarip retribusi unhrk dattar ulang ditetapkan 25olo (dut puluh lima persen)
dari biaya perijinan sebagaimana drmaksud ayat (1) Pagal ini

BAB VIII

W ILAY A}I PEMT'NGUTAT..I

Pasal 12

Rehibusi terutang dipungut di Wilayatr Dasrah.

Saat rebibusi tenrtang
',dipersamakan-

BAB X

TATA CAR.A PEMUNG.UTAI\

,, Pasal 14

(1) Femungutan Retribusi tidak clapat diborongkan.

(2) Rctibusi dipungut dongan monggunakan SKRD atau dokrunc,n lain .yang
dipersamakan. .

BABXI

SAJ\KSI ADMIMSTRASI

Pasal 15
i

Daldm hal wajib rctribrrsi tidak membayar pada rvaktunya atau huang mcrnbayar,
dikcnakan sanl$i administasi bcrupa bunga sebesar 2 o,6 ( dua pcrsen ) setiip bulan dui
roripuei yang terutang atan kurang dibayar dan ditagih dongan mexggunaknn S!RD. *'

' ':ll

rArA 
"^ffffiAyARAN

' Pasal 1t.5

(l) letnbayaran rctribusi harus dilakukan secara tunai.

/_ /
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(2) Bupati atau Pejabat yang dihrnjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi rurhrk
lnc,ngangaur retribusi terutang dalam jangka wahu tcrtentu dcngan alasan yang dapai
dip ertr,nggungj awabkan.

(3) Tata cara pembayararr retribusi sebagaimana dimaknud ayat (2) Pasal ini ditetapkan
oleh Bupati.

Pnsal 17

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkarr Wajib Rehibusi untuk menunda
pembavaran retibuei sampai batas waktu yang ditenhrkarr dengan alasan yang dapat
dip ertanggung j awabkan.

(2) Pembayaran letibusi dilakukan di Kas Daerah atau ienrpat tain yang dituqiuk sesuai
walnr yang ditent'.tkan dengan mcnggunakan SKRD atau SI(RD -Iabatan dan SKRD
tambahan atau dokumen lain yang dipenamakan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditcmpat lain yang ditunjuk ,malo hasil penerimaan
rotribusi hants disetorkan ke Kas Daorah solanrbat-lambatnya 1 (sanr) kali 24 (dua
puluh einpat) jam atau dalam waktu yang ditentukau oleh Bupati.

(a) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
uebagaimana dimaksud ayat (1) Pagal ini maka dikenakan sanksi adrninisfiasi berupa
brurga sebesar 2o/o (dua peisen ) dengarr menerbitkan STRD.

Pasal 18

(1) Pembayaran rehibusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Pcraturan Daerah ini diberilsn
tanda bukti pembayaran.

(2) Bentuk chn isi tanda bukti pembayaran retibusi diatrr lebih laqiut oleh Bupati.

tsAB XIII

TATA CARA PENA,GI}IAN

Pasal 19

(1) Swat toguran atau peringatan sebagai awal tindakan ponagihan dikoluarkan 7 ( tujrfi )
luri eejak jahrir ternpo pembayaran.

(2) Dalam janglla walttu 7 ( tujuh ) hari set;lah tanggal surat teguran atnr pcringatan wajib
retribusi harus nnelurasi Rehibusi yang terutang;

(3) Suat tcguran atau poringatan scbagaimana dimahsud ayat (1) Pasal ini ditotapkan oleh
Bupati.

BAB XIV

TATA CAI{A PENGURAT{GAI\ KI:FLING.AI.IAN DAN 
' -' '

PEMBIIBASAN RET]RIB'USI

Pnsal20

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Rehibusi.

(2) Tataoar4 pcrnbcrian pcngurangan, koringpnan dan pcmbobasan Rstribusi sobagaimana
dimaksud ayat (l) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Paraf I



BAB XV

I$TDNTU'AN PIDANA

Pasal21

(1) Wajib Rehtbusi, yang tidak melaksanakan ke,wajibannya uehirrgga merugikan
kouangan Dacratr diancam pidana kunngan paling lama 6 (cnarn) bulan a&ru dcnda
palfug banyak 4 (empat) kali jumlah rctribusi yang terutang.

(2) Tindak piclana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah p.i*eg.r*.

BAB XVI

PEI\IYIDIKAII

Pasol22

(l) Pegawai Negeri Sipil tertenru di Lingkrmgan Pemerintah Daerah dibgri wewenang
sebagai penyidik r:ntuk mclakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daeratr.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana climaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
a. menerirn4 merrcari mcngumpullan dan mcneliti ketcrangan atau laporan

' berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lenglop dan jelas;

b. meneliti, mcncari dan mengumpulkan keterangan rnengenai orang pribadi atau
badan tentang kcbenaran porbuatan yang dilakukarr sohubungirn dcngan tindak
pidana Rehitjusi Daerah teirebut;

0. meminta ketorangan da$ batnn hukti dari orang pnbadi atau badan sohutrungan
dengan tindak pidana di bidang Rehibusi;

d. mewmeriksa bullr-bukg oatatan-gatatan dar dokumcn-dokumen lain berkenan
dengan tindak pidana di bidang Rckibusi Daeratr;

e. melakukan penggeledahan unhlk rnendapatkan bahan bukti pembr,rlararL pencatatan
dan dokruncn-dolumen lai& gorta melakukan pcnyitaan tcrhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka polaksanaan tugas penyidika,-r tindak
ipidaru di bidang Retribugi Daeratr;

g. monyruh bcrhcnti, melarang sesoorang moninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang bedangsung dan rnemerikia indentitas oring dan atau
dokumen yang dibawa sobagaimana dimaksud pada huruf 0 ayat ini;

tt. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i. rnernanggjl olang rurtuk didengar keterangarrnya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu unhrk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang R.eribusi Daeratr rnenuflrt hukurn yang dapar diportanggung jawabkan,

(3) Penyirtik sebagaimanr dimaksud ayat (1) Pasal ini msmbcritahukan dimuiiinya
penyidikan tindak pidana, dan menyampaikan hasil penyidikarnya kepada penuntut
urnun scguai kctentuan yang diatur clalanr Undang-undarrg Nornor 8 Tahun 1981.
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



BABXWI

I . " ' .  KETENTUATYPEM'TUP

pasal23

(l) Dengan be'rlakunya Pemturan Daela! ini, rnaka keentran yang bertentangan LntPcrahran Daerah ini dinyatakJ rra* berlatri 
-'-*'tDJan yang befienta

t" 
XSl*,,iH?" k*i"Hh;*3j;"fffiofacr* ini separ{ang monser

pasal24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundan{*an.
Agar setiao 

"iiq 
tlapat rnengctabui'ya memori'tahkan pengrrndangan pcraturaDaerah ini clengan p.nLtpiru-vr?"r"", r.J.rr**-fr*"r, zuuupaten rcoF*g*yrr, ,

NGA}\I-fAR

I]1MB ARAN I) AEITAI{ KAB UPATEN KARANGANYAR
TAHLTN2ooIIJOMOR 46l  SF.RI t r_tO 

---  - - -
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PENJELASAIV 
i

""TT*ffiT.*ffi),ff*"** i
TENT.A.NG

PJTRIBUSI IZIIV PBI{YELEMIGAIL{r|I{ SAII{NA KESEHA.T'AN SIV,A.STA
DAN SARANA IJI\IUM LAINIq]TA

I. PENJELASA}{ UN{TIl\4

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah
menrberikan kewenangan yang luas, nyata dan lrcrtanggung jawab kepada Dacrah
sohingga memberi peluang kepada Daerah agar loluasa mongatu dan melaksanakan
kewenang,annya atas prakarsa sendiri sesuai d,ongan kepontingan masyarakat eetempat
dan potensi setiap Daerah. Salah satu kevrenangan yang disorahkan kepad a Daenh,
dalam lral ini Kabupaten/I(ota adalah kewcnangan di bidang Kcsohatan.

Dalam lampiran kepuhrsan Menteri K.esehatan dan I'esejahtctaan Sosial
Republik Inclonesia Nomor IT4TAdENKESIKESOS/SKDCY2000 tentang Pcdornan
Penetapan Standar Pelayanan nrinimal dalam bidang kosehatan dikemukalian bahwa
mengacu Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107 tahm 2000, kewenangan
niinimal yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam
bidang kesehatan meliputi antara lain beberapa pcrizitran sarana kesehatan swasta skala
KabupatenA(ota.

Petahuan Daeratr ini disusun disamping urtuk meletakkan landasan hukum
bagi Bupati dolam memborikan pedornan perizirtan dan pombinsan s&'ana kesehatan
swasta, juga menrberikan kewenangan kepada perangkat daerah untuk melakukan
pongawasari pungutan retibusi teihadap pcnyelenggaraan saraftr kesehatan swasta
swasta dan sarana umum lairurya yang diawasi oleh Dinas Kesehatan, yang pada
akhirn'ya dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli dacrah dalam rangka
menanggung pembiayaan pembangunan sesuai dengan semangat otonomi dacrah.

II. PENJELASAN PASAL DEIVI PASAL

Pagal I hwuf a
huruf b
luurrf c
htJruf rt
huruf c
htmf f
hruuf g

hruuf h
huufi

Cukup jolau
Cukup jolas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cuhrp jclas
Cukttp jolas
- yang dinraksud tenaga kegehatan adalah tenaga r,nedis dan

paramedis.
- Tcnaga Mcdis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi,

doktcr gigi spcsialis lultrsan pcndidikan kcdokteran atau
kedokteran gigi didalam rnaupun diluar negeri yang diakui
olch Pcmcrintatt Rcpublik Indonosia.

- Tenaga Paramedis adalah perawat, bidan, perawat g.g\
Apoteker, .Asigten Apoteker dan fisioterapi.

Cukup jelas
- yang dimaksud Surat Izin Praktek (SIP) adalatr SIP (Surat Izin

Praktek) unh* dokter, unn* Pcrawat disebut SIPP (Suat
Izin Praktek Perawat), untuk Bidan disebut SIPB (Surat Izin
Praktsk Bidan)

- yang dimaksud pengalcuan eesuai profesi merupakan
rekomendasidari organisasiprofesi.



hurufj

hrunf k
huruf.l.
huruf rn
huruf n

huruf o
hwuf p
huruf q
huruf r
hunrf s

Pasal 2 huruf a

iruruf b
h',ruf c

huruf d

Pasal3
Pasal4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal T
Pasal 8
Pasal9
Pasal 10
Pasal l1
Pasal 12
Pasal i3
Pasal l4
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)
ayat (4)

Pasal 18
Fasal29
Pasal 20
Pasal2l
Pasal22
Pasal23
Pa.sal24

Yang dimaksud tenaga lairrrya adalah teluriker glgi dan
rofraksionir optision
Cnkup jelaa

. Cukupjelas
Cuhrp jelas
- yang dimaksud Ru.matr Bsrsalin adalah:

Rtrmah Bersalin yang memiliki 3 sampai 10 tempat ridur
dengan ketentuan hanls ada dokter peftmggung jawab dan
doktcr SPOG (sobagai konruitan) scrta mempckerjakan
minimal2 wangbidan yang mempunyai Str'}B;

- Rumah Bergalin yang memiliki 11 sampai 20 tempat tidur
dengan kotenruan harus ada dokter penanggung jawab dan
dokter SPOG' dan doktcr SPA (sebagai konsultan) serta
mempekerjakan minimal 3 orang bidan yang mempunyai
SIPB.

Cnkup jolas
Cukup jelas
Cnkup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
yang termasuk Pengobatan fradigional adalah akupwrhu', patall
tulang nrsuk jari, tabib, sinse, p{jat refleksi, dan pengobatan
&adisional lainnya sesuai perkembangan.
Cukup jelas.
Yang dimaksud pusat kebugaran jasmani adalah sarana olalr
raga yang memiltki il&g, peralatan dan instruktur
sarana umum lainnya yang diawasi oleh Dinas Kesehatan dan
wajib mendapatkan rekornendasi laik sehaq iiin opcrasionalnya
dikeluarkan oleh instansi lain yang berwefturg.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jrlas
Cnkup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cnkup jelas
Cukup jela.s
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jclas
Cnkup jolas
Cnkup jelas
yang dimaksud dengan SKRD atau
dipersarnakan adalah kuitansi, sertifikat.
Culiup jelas
Ctrkup jelas
Culcup jclas
Cnkup jelas
Cukup jeias
Culrup jelas
Cukup jelas
Cukup jela.s
Cukup jelas

l
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